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GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
NOMOR 74 TAHUN 2007

TENTANG

TATA CARA PERGESERAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA ACEH (APBA)
TAHUN 2007

GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindak lanjuti pelaksanaan
ketentuaan pasal 160 ayat (7) Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana
telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 tahun
2007 tentang Pedoman Pengeloalaan Keuangan
Daerah. Perlu diatur tata cara Pergeseseran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun 2007;

b. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu dikeluarkan Peraturan

Gubernur.

Mengingat

. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang

pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Atjeh dan
Perubahan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah

Istimewa Aceh;

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuanagan Negara,

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara;

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab

Keuangan Negara,

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerh Menjadi Undang-
Undang;

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Daerah.



Menetapkan

8.

9.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintah Aceh.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah

Daerah provinsi dan Pemerintahan kabupaten/ Kota;

10. Peraturan Daerah Nomor 55 Tahun 2000 tentang

Dana Perimbangan;

11. Peraturan Daerah Nomor 58 Tahun 2000 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan

Daerah.

13. Permendagrian Nomor 59 Tahun 2007 tentang

Perubahan atas Peratuaran Menteri Dalam Negeri
No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :
PERATURAN GUBERNUR NANGGROE ACEH
DARUSSALAM TENTANG TATA CARA
PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA ACEH (APBA) TAHUN 2007.

Pasal 1

Pedoman tentang Tata  Cara Pergeseran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun 2007
sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal dari Peraturan

Gubernur.

Pasal 2

Pedoman sebagaimana dimaksud Pasal (1) adalah
petunjuk bagi Tim Anggaran Pemerintahan Daerah
(TAPD) dan Satuan Kerja perangkat Daerah (SKPD)
dalam pengajuan usulan dan pembahasan usulan

pergeseran anggaran.

Pasal 3

(1) Pergeseran Anggaran antar unit organisasi, dan antar
jenis belanja sebagaimana dimaksud dalam Peraturan
menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Pasal
154 ayat (1) huruf (b) serta pergeseran antar Objek
belanja dalam jenis belanja dan antar rincian objek
belanja  diformulasikan  dalam  DPPA-SKPD
(Dokumen Perubahan Pengelola Anggaran-SKPD).

(2) Pergeseran antar rincian objek belanja dalam objek
belanja berkenaan dapat dilakukan atas persetujauan
Pejabat Pengelola keungan Daerah (PPKD)

(3) Pergeseran antar objek belanja dalm jenis belanja

dilakukan atas persetujauan Sekretaris Daerah.



(4) Pergeseran antar rincian dan antar objek belanja modal
yang dikenakan dengan kriteria benar-benar sangat
mendesak untuk peningkatan pelayanan publik dan

atas persetujauan Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Pergeseran Anggaran sebagimana dimaksud Pasal 3
dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Kepala
Daerah tentang penjabaran APBA sebagi dasar
Pelaksanaan, untuk selanjudnya dianggarkan dalam
rancangan Qanun tentang Perubahan APBA, dan jika
terjadi sesuatu hal yang mengakibatkan tidak dilakukan
perubahan APBA dalam Tahun bersangkutan maka
pergeseran anggaran tersebut dicatat tidak dan dijelaskan
dalam rancangan Qanun tentang perhitungan APBA.

Pasal 5

Anggaran yang mengalami perubahan baik berupa
penambahan dan/atau pengurangan akibat pergeseran
sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, harus dijelaskan
dalm kolom keterangan peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran Perubahan APBA.

Pasal 6

Kepala SKPD yang akan melakuan Pergeseran Anggaran
mengajukan Rencana pergeseran Anggaran tersebut
dalam melampirkan bahan-bahan pendukung seperti TOR
dan lain-lain yang diperlukan, disampaikan kepada
Sekretaris Daerah selaku  Koordinator Pengelola

Keuangan Daerah.

Pasal 7

Pembahasan Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud
Pasal 6 dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah
(TAPD) dengan SKPD yang bersangkutan dibawah
koordinasi Biro Pembangunan dan Tata Ruang untuk
selanjudnya dilakukan pengesahn sebagaimana yang

tersebut pada pasal 3 ayat (2) dan (3) ayat (4).

Pasal 8
Khusus terhadap kegiatan, jenis, objek dan rincian objek
belanja yang sangat mendesak sehingga dipandang perlu
melakukan pergeseran/revisi jenis, objek dan rincian
objek belanja antar kegiatan dapat dilakukan secara sangat

selektif setelah mendapat persetujauan gubernur.
Pasal 9
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini yang

menyangkut dengan teknis ditetapkan lebih lanjut dengan

Keputusan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam.



Pasal 10

Dengan ditetapkan Peraturan ini maka peraturan
Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 39
Tahun 2007 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun 2007
dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal di Undangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
Peraturan ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Dikeluarkan : di Banda Aceh

Pada tanggal : 4 Desember 2007
25 Dzulgaidah1428

GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH
DARUSSALAM,

IRWANDI YUSUF

Diundangkan di Banda Aceh
Pada tanggal, 5 Desember 2007
26 Dzulgaidah 1428

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

HUSNI BAHRI TOP

BERITA DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM TAHUN
2007 NOMOR 67



	Diundangkan di Banda Aceh

